
  

 

PERJANJIAN KERJASAMA 

antara 

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA 

dan 

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA 

Nomo« Peqama / / II /2025/AAU 

Nomo« /MoUiKUI-UPY/11/2025 

tentang 

PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG 
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PRAKTIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

 

Pada hać ini ............., tanggal ........ bulan Februań Bhun dua ribu dua puluh lima, 
bertempat di Bandung, yang berBnda tangan di bawah ini: 

I. Mamekal Muda TNI Dr. m. Purwoko Aji Prabowo, M.M., M.D.S., selaku Gubsrnur 
Akademi Angkatan Udaa, berdasarkan surat perintah Kspala Staf Angkatan Udara 
Nomor Sprin / 2428 / XII / 2023 tanggal 22 Desember 2023 dalam hal ini bertindak untuk 

dan atas nama TNI Angkatan Udara bagi kapentingan Akademi Angkatan Udara, 
selanjutnya disabut Pihak Pertama. 

II. Dr. m. Paiman, M.P., selaku Rektor Univarsitas PGRI Yogyakarta, dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI YogyakaLa yang berkedudukan di JI. 
PGRI I Sonosewu No.117, Sonosswu, Ngesti arjo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, 
Daeah Istimewa Yogyakarta 55182, selanjutnya isebut Plhak Kedua. 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut 
Para Pihak. Dalam kedudukan dan jaba@n tamebut di atas terlebih dahulu meneangkan 
hal-hal sebagai beńkut: 

1. Bahwa Pihak Pertama mempakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabesau yang 
beĞedudukan di bawah Kepala Staf Angkaan Udara. Akademi Angkatan Udara (AAU) 
sebagai salah satu perguruan tinggi militer sukarela membentuk Tamna AAU menjadi 
praju•nt yang berkualifıkasi perwira pertama TNI AU berpangkat letnan dua yang memiliki 
kompetensi lulusan sarjana terapan. 
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2. Bahwa Plhak Xedua merupakan Peguruan Tinggi Badan Layanan Umum yan8 
didirikan berdasarkan Suat Xeputusan Menteri Pequman Tinggi Dan IImu Pengstahuan 

Rl Nomor 44/SwUP/62 tentang Pendirian Universitas PGRI Yogyakarta, yang mempunyai 
tugas utama melaksanakan T# Dhama Perguman Tinggi dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk membuat 
Peqanjian Ke¿asama tentang Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia pada 
Bidang Pendidikan, Praktikum, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyaakat, untuk 
selanjutnya disebut PKS dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-
pasal sebagai berikut: 

 

Pasal 1 
Maksud dan Tujuan 

(1) Maksud dari PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Para Pihak dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam Peganjian ini. 

(2) Tujuan dari PKS ini adalah untuk menjalin kega sama dalam bidang pendidikan, 
pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas, fungsi dan 
wewenang masing-masing pihak guna meningkatkan kemampuan Para Pihak. 

Pasal 2 

Ruang Lingkup PKS 

Ruang Lingkup dari PKS ini meliputi: 

(1) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Bela Negaa. 

(2) Melaksanakan proses pemagangan, pelatihan, praktek kega lapangan bagi 
mahasiswa akif Universltas PGRI Yogyakarta di Akademi Angkatan Udara. 

(2) Melaksanakan pembelajaan Mahasiswa/Taruna dengan Dosen pamberi materi 

yang mumpuni di bidangnya serta Instmkur pelatih jasmani dan kemiliteran. 

(4) Melaksanakan kajian dan penelitian bersama dengan kajian terbatas. 

(5) Melaksanakan bersama seminar, woMshop, diskusi, pelayanan dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

(6) Mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian atas persetujuan PARA PIHAK. 

(7)  Bidang-bidang ke/ja sama Iain yan8 disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan yang beJaku di masing-masing PIHAX. 
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Pasal 3 

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama 

(1) Hak Pihak Pertama sebagai beûkut: 

a. Memperoleh data dan informasi terkait encana, pelaksanaan dan evaluasi 

setiap kegiatan yang telah disepakati pada ruang lingkup PKS dari Pihak 

Kedua. 

b. Mendapatkan Qsilitas saana dan prasarana untuk setiap pelaksanaan 

kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan kngsi dari Pihak 

Kedua. 

(2) Kewajiban Pihak Pertama sebagai berikut: 

a. Selalu berkoordinasi untuk memulai setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS 

yang akan dilaksanakan bersama Pihak Kedua. 

b. Melaksanakan señap kegiatan dalam ruang lingkup PKS dengan penuh 

tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

c. Memfasilitasi palaksanaan setiap kegiatan dalam mang lingkup PKS sesuai 

tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

d. Memberikan data kepada Pihak Kedua dan informasi terkait rencana, 

pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup PKS. 

Pasal 4 

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua 

(1) Hak Pihak Kedua sebagai beûkut: 

a. Mendapat informasi lebih awal dari Pihak Pertama untuk memulai setiap 

kegiatan dalam ruang lingkup PKS yang akan dilaksanakan bersama Pihak 

Pertama. 

b. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab dengan ketentuan Pemndang-undangan. 

c. Mendapatkan fasilitas setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas 

pokok dan fungsi masing-masing. 

d. Mendapatkan data dari Pihak Pertama dan informasi terkait rencana, 

pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam mang lingkup PKS. 

(2) Kewajiban Plhak Kedua sebagai beûkut: 
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a. Memberikan data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi 

setiap kegiatan yang telah disepakati dalam ruang lingkup PKS kepada Pihah 
Pertama. 

b. Memberikan fasilitas sarana dan prasaana untuk setiap pelaksanaan kegiatan 

dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan kngsi kepada Pihak 

Pertama. 

 

Pasal 5 

Pembiayaan 

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan objek PKS ini, menjadi beban 
dan tanggung jawab Para Pihak sesuai dengan kesapakatan dan ketentuan yang berlaku 
bagi Paa Pihak. 

 

Pasal 6 
Masa Berlaku 

(1) PKS ini beJaku selama 2 (dua) tahun dan dimulai sejak ditandatangani oleh Para 
Pihak dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta sewaktu-waktu dapat 
dievaluasi berdasarkan kesepakatan Para Pihak. 

(2) Peyanjangan dan pengakhian PKS sebelum jangka waktu sebagaimana 

disebutkan dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara dari salah satu pihak 
menyampaikan pemberitahuan dalam tenggang waktu tiga puluh hari ssbelum 

perpanjangan ataupun pemberhentian dilaksanakan. 

Pasal 7 

Pengakhiran PKS 

(1) PKS ini berakhir kaana: 

a. Jangka waktu PKS ssbagaimana tersebut pada Pasal 5 telah berakhir. 

b. Salah satu pihak wanprestasi sebagaimana tersebut pada Pasal 8. 

c. Keadaan Fome Jsjeure sebagaimana tersebut pada Pasal 9. 

d. Para Plhak sepakat untuk mengakhiri PKS. 

(2) Untuk pengakhiran PKS ini Paa Pihak sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan 
sebagaimana dlatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata. 



 

 

Pasal 8 
Wanpes@si 

(1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam PKS ini adalah tidak dilaksanakannya 
kewajiban yang diatur dalam PKS ini oleh salah satu pihak dan pihak wanprestasi 
tersebut telah ditegur secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi 
sebanyak 3 (tiga) kali beÛumt-tumt dengan tenggang waktu masing-masing 14 
(empat belas) hari, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran texebut. 

(2) Apabila teğadi wanprestasi, maka pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi, berhak 
membatalkan PKS ini secaa sepihak. 

Pasal 9 

Keadaan Kahar (Force Majeure) 

 
(1) Yang dimaksud dengan Force Najeue dalam PKS ini adalah setiap psûstiwa atau 

keadaan yang terjadi di luar kuasafkemampuan manusia atau Para Pihak pada saat 
tertentu tetapi tidak teÖatas pada hum haa, perang atau teğadi gejala-gejala alam 

sepe8i gempa bumi, bencana alam lainnya juga pembahan kondisi termasuk 
perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional 
dac luar biasa yang dinyatakan oleh pemerinÖh sebagai Force Majeure yang 
mengakibatkan salah satu pihak atau Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban 

yang dipeğanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
1244 dan 1245 Ğtab Undang-Undang Hukum PeÖata. 

(2) Apabila teğadi keadaan Fo/ca /Idajetf/e, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak 

yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada 

pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 30 (tiga puluh) haû sejak terjadinya 

keadaan Öme majeure tersebut. 

(3) Bsrdasarkan Force kfsjenre sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Para 

Pihak sepakat untuk mengakhiû PKS dan tidak akan saling menuntut daû/atau bila 

keadaan memungkinkan akan membeûkan kesempaan kepada pihak yang 

mengalami keadaan Ö/ce msje£/a untuk melanjutkan pelaksanaan isi PKS ini. 

Pasal 10 
AmandemeNAddendum 

 
Apabila diperlukan pembahan/penambahan atas PKS ini, maka Paa Pihak sepakat 

untuk mengatumya dalam amandemen/sddandf/m yang merupakan satu kesatuan dan 
bagian tidak terpisahkan daû PKS ini. 



PKS 

Pasai 1t 

(1) Paæ Pihak æpa&t   daæmya ini marupakan wujud BF@Brtian 

børsama yang didasarkan pada iflkad baik dari PaR Pihak. 

(2) Apabila terjadi perbedaan pendapaVpersetîsihan dalam pelaksanaan PKS ini, Paa 
Plhak akan menyelesaikannya dengan caa musyawaah Namun apabila tidak 
dapat tercapal penyelesalan, maka Paa Pihak sepakat untuk menyelesaikannya 
melalui Kepaniteraan Pangadilan Negeû Sleman 

 

Pasal 12 
Penxup 

Demikian PKS ini dibuat dan ditanda 6ngani oleh para pihak pada waktu, tempat 

sabagaimana tersebut diatas, dibuat rangkap dua bemoerai cukup dan mempunyai 
kekua@n hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 

 

Pihak Kedua 

REKTOR 

UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA, 

 

 

Dr. Ir. PAIMAN, M.P. 

Pihak Pertama 

 

GUBERNUR AKADEMI ANGKATAN UDARA, 

 

 

Dr. fr. PURWOKO AJI PRABOWO, M.M., M.D.S. 

MARSEKAL MUDA TNI 


